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PENETAPAN
Nomor 776/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah antara:

Eka Tri Ramdani bin Udin, tempat, tanggal lahir, Bogor, 06 Maret 1992, umur
27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Babakan Tarikolot RT. 002 RW.
008 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
l;

Wina binti Soleh, tempat, tanggal lahir Bogor, 04 Juli 1990, umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawati,
beralamat di Babakan Tarikolot RT. 002 RW. 008
Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
776/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 08 September 2020 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 08 April 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I
bernama Soleh dengan mahar berupa Cincin Mas 2,5 Gram dengan
disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang
bernama Rizky Indriawan dan Indra Sopian;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat
pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus duda sementara
Pemohon Il berstatus Janda;
4, Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta
nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama:
e Almer Sean Pranadipa, laki-laki.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
menggangu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak
melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai
maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan
Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah
tersebut untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Eka Tri Ramdani bin

Udin) dengan Pemohon Il (Wina binti Soleh) yang dilangsungkan pada
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tanggal 08 April 2019 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Atau
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis
memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu
dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan
oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari majelis tersebut, para Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh
Para Pemohon atas kesadaran keduanya sendiri, maka pencabutan perkara
tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan
mencabut permohonan mereka ;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pemohon mencabut perkaranya
sebelum surat permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu
pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal
271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;
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Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon selanjutnya
diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan diubah Kembali dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Men
gabulkan pencabutan perkara Nomor 776/Pdt.P/2020/PA.Cbn dari Para
Pemohon ; ;

2. Mem

erintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke
dalam register perkara ;

1. Mem
bebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 7 Febuari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
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para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Detwati, M.H. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
Hakim Anggota,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.
Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,-
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 160.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- PNBP Cabut :Rp. 10.000,-

- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah 'Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
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